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Bank dan lembaga keuangan yang berdasarkan syariah di Indonesia, baru diakomodir dan diberikan
keleluasaan secaralegal dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Berkenaan dengan kepentingan perpajakan, sampai saat ini belum
ada peraturan maupun ketentuan perpajakan yang mengatur secara spesifik mengenai transaks keuangan
yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pendekatan yang diambil untuk pengenaan pajak atas transaksi
keuangan syariah sampai dengan saat ini masih mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini
mengingat belum ada aturan perpajakan yang baru.

Perdebatan mengenai perpajakan dalam kontrak keuangan syariah umumnyaterjadi karena secara esensial
kontrak keuangan syariah memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan kontrak dan skema
produk keuangan bank konvensional. Produk perbankan syariah secara umum menerapkan prinsip bagi
hasil, jual beli dan sewal/jasa. Hal ini disebabkan dalam sistem ekonomi Islam, pengenaan bunga pada
pemberian pinjaman uang tidak diperkenankan, sehingga dalam aktivitas penyediaan jasa pembiayaan
digunakan instrumen nisbah bagi hasil, marjin/keuntungan jual beli dan upah sewa.

Tesisini bertujuan untuk meneliti dan membahas produk dan jasa yang dijalankan oleh perbankan syariah
dan aspek perpajakannya di Indonesia kemudian dibandingkan dengan Malaysia yang merupakan pelopor
perbankan syariah di Asia Tenggara dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan
membandingkan kondisi perbankan syariah di Indonesia dengan di Malaysia diharapkan dapat dijadikan
bahan masukan bagi terciptanyafair treatment ketentuan perpajakan atas produk dan jasa perbankan syariah
dengan produk dan jasa perbankan konvensional sehingga disintermediasi pada lembaga keuangan dapat
diminimalkan. Jika equal treatment dapat diwujudkan dan transaksi yang dijalankan oleh perbankan syariah
tidak dikenakan pajak berganda maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan
perbankan syariah di Indonesia serta dapat menarik minat investor asing, khususnya negara-negara dari
Timur Tengah, untuk berinvestasi di Indonesiayang pada akhirnya akan menambah penerimaan negara.
<hr>

Bank and finance institutions based on shariah in Indonesia have just been accomodated and provided
facility legally by Law Number 7 Y ear 1992 concerning Banking which is aletter ammended by Law
Number 10 Y ear 1998 concerning Amendment to Law Number 7 Y ear 1992. For the tax puspose, up to now
there is no special tax regulation which regulate financial transaction conducted by shariah banking. The
approach which is selected to tax treatment on shariah financial transactions up to now referring on the
existing tax regulation because of no new tax regulation.
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Debate about taxation of shariah financial contracts commonly happen because essensially shariah financial
contracts have the fundamental differences compared with financial product scheme of conventional bank.
Product of shariah banking generally adopted profit and loss sharing principle, sales and purchase,
lease/service. Thisis cause by the Islamic economic system, which isinterest is not allowed for loan
therefore activity for financing is use based on profit and loss sharing ratio, margin/gain of sales and lease
fee.

The aim of thesisisto research and discuss product and service which is conducted by shariah banking and
itstax aspect in Indonesiawhich is aletter compared with Malaysia recognize us the first mover of shariah
banking in South-East Asia furthermore the research use qualitative descriptive method. Having compared
the condition of shariah banking in Indonesiaand in Malaysiais expected as the feedback for the realization
of fair tax treatment on product and service of shariah banking with the conventional banking ones therefore
distortion in banking industry could be avoidable. If equal tax treatment could be realized and then the
financia transaction conducted by shariah banking should not be tax twiced so thisis expected to stimulus
the growth and the development of shariah banking in Indonesia and also to attrack the foreign investor,
specially middle east countries, for investment in Indonesia leading to increase of the state revenue.



